LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 15 TAHUN 1999 SERI:B NOMOR: 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 23 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAILLA DAERAH TINGKAT II NIAS
Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retnbusi Daerah sebagai pelaksana Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah tentang Retribusi Tempat Pendaratan
Kapal merupakan objek Retribusi.;
b. bahwa penetapan Retribusi Pendaratan Kapal
ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Nias;
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu
ditetapkan  dengan  Peraturan = Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten-Kabupaten  dalam  Lingkungan
Daerah Propinst Sumatera Utara (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);



g 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);
5. Peraturan Pemerintah No mor 22 Tahun 1990, tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalamBidang
|- Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kepala Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingka II;

6. Peraturan Pemerintah Nonor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor3692);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah danPeraturan Daerah
Perubahan;

8. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 171 tahun 1997
tentang Prosedur Pengesalan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan RetribusiDaerah; :

9. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemunggutan Retribusi
Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemenksaan dibidang Retnbusi
Daerah.




11. Keputusan Menieri Dalam Nageri Nomor 4 Talum 1997, teniang Penyidik
Pegawai Negeri Sioil di Tinziamzan Pemeriaah Daerch.
Dengun Persetujuan Dewan Perwakilai- Rakyat Daersh Kabupaten Daerah tingkat IT Nias,
-

MEMUTUSKAN:

Menet:qrkog 1 PERATURAN DAERAH HYABCPATEN DAERAH TINGKAT I \'L‘\S
" TENTANG RETHIBUST TEMPAT PENDARATAN KAPAL.

Daiam Perariran Deecaln in: vz diaaksud dengan : 3

a Daersh adalah X bupaten Dasrah Tingkat I Nias.
b. Psmerintah Dasrah adaiah Psmerintah ¢ Kabuparza Daecah Tingkat
I Nias. '

. Kepaia Dacran adalah Tupari Kepala Daerah Tingkat I Niag.

d Wilaysh Dasralt adaleh "wilaynh Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat I

Nias;

¥as Daerah adalah Kas Daerah Kabup=!:: Daerah Tingkat I Nias.

{ Pejabat adalak Pagawwu yang diberi tugas lertenm dibidang Retribusi
Daerah sesua dengzn Peretoran Penmdang-undangan yang berlalax

g Remibusi Dasrah yoans sslenutaya Cisebut Retribusi adalzh Pungutan
Dagrzh sebagai pem>avaria slas jasa atan pemberian izin tertenty yang
thusus disediakon dan atan diberikan oleh Pemerintzah Daersh untuk
kepentingan arzng pribazi dan aiax badan huku,

h Retribust Jasa Usaha adalali Retribusi atas jasa usaba yang disediakan
oled Pemerintzic Das2 dengen meoganut prinsip komersial kzrena pada
dasarmya dapal puia dised Ao oleh sektor swasta:

i. Tempat Peadaratzan Kzpal adafah Tangkahan atau Steiger yang dibangun
dam atau tempai lain ysir g2 sunjuk oleh Pemerintah Dasrah,

j- Kapal zcéalah seqa jenis alat anglawtzn diatas air, kapal-kapal motor dan
peratu nelayan;

k Surat Ketetapcn Retribusi Daerzh vang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputisan jung menentukan besaroya jumiah Retribusi yang
tenttang ;

1. Masz Relribus adaial: susty jangka wakty tertenty yang merupakan batas
waknt bagi Wajib Reuwibusi sk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertenutt dari Pemerintah Dazcaly;

. Surat Setoran Retribusi Dasrah unng s¢lanjutnya disingkat SSRD adalah
surat vanz digenaken oleh Waib Retmbugi untuk melakuikan pembayaran
aray perrvetoran rerbust yaog orutang ke Kas Daerzh arau tempat lain
vang ditetapkan ol=h Kepala Dasrah

n. Strat Tagihan Retribne Dagrah ¢inz seizniumya disingkat STRD adalah
surat unmk melakukan tagphan rotribust dam 2ty sanksi administrasi
berura bunga dan atau u?ﬂd.’l.

0. Waib Retribust &
meaggunakan atwt 7

5. Pemeriksaan aduil
dan miengeiola (daa

Srmonthan prasachiin kew 1,1c.an “-a*bu;l berdasarkan
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.nz pribadi atay badam  hukum. yang
vanin [?v u....na yaag b-.-rmrm*ﬂm
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perzmuran gerunling-cndenga rebibns;



q. Pecpidik tindek Pidas i bidmg Rewibusi adalgh serangkaian tindakan
yang dijaiukan oleh P-uyidik Pegnwal Negeri Sipil, wtuk mencari serta
mengtraputkan bukti. vaz , dagan buiti it membuat jelas tindak pidana
di Bidang Retribusi yars teriadi seria menemukan tersangka;

Dal I
NAMA. OBJEK DAN STTREF DAN WAJIB RETRIBUSY
P T4 Z
Dengan nanma Retribust T:upat Pendaratan Kapai  dipunggut  Retribust
Yepada sebiap onwie .. adan yrug mengmnakar fasilitzs Tempat
Pendaratan Kavai.

- -
i

Chjek Rewribusi adalah fasilitas Terapar Pendaratan Kanal
Pasa] 4

Subjek Retribusi Tempa: P2adzratan Kanal adalsh orang pribadi dan atan
badan tuknn yang mencimeakoa fasilitas T2r~~t Pendaratan Kapal.

Wajib Retribusi adalah ¢ =g pribadi éan atan badan mkum yang menurut
peratwan perundsng-uncengan  Ratrivusi diwajibkan umtnk meialazkan
pembayaran remibusi, fe-nostk pemwmutan atan pemotongan Retribusi
tertent.

o
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Retribusi Tempat Penciiri.a Kapal {2rmasuk golongan Retribusi Jasa
Usaha

= oo =g
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CARA MENGUKUR. TINGKAT PENGTUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat Penggunsan Jasa 2etrbusi Tempat Pendaratan Kapal, diukur
berdasarkar jenis ¢ bobat kapal |, jumlah dan wakw pemakaian
BABV
PRINSIF PENETAP AN DAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Preal S

el Tenpar Pendaratan Xapal adalah wuk

Prinsin penetanan LAl &2
) g N Ky 1
menganl biava admiiuesost, nebanounan, porawaian dan pegganTen telu

lintas.



Pazal 9

Stukhr bssamya tarif Kewibnst Tempat Pendaratan Kapal ditetapkan
sebagai berikatt

0xd S ross Ton (GT) =PRp.  300.00,-/sam kali sandar.
3ed 13 GrossTon (GT) =Rp.  500.00,-/sam kali sandar.
10 5/d 20 Gross Ton {GT) =Rp. 1.000.00,-/sam kali sandar.
20s/d 59 Gross Ton {G7)} =Rp. 2.000.00,-/sam kali sandar.
50 s/d 100 Gross Ten (G = Kp. 3.000.00,-/sat kali sandar.
100 s/d 200 Geesg Ton. { 3T} = Bp.  5.000.00,-/9atu kali sandar.
Motor Tempel (MT)

VVVVYyY

0 s/d 1 GrossTon {(GT) =Rp. 200 oo
> 1 &d 5 GressTon (GT) =Rp. 200 0¢
Peralm Tanpa Motor (PTA1)  =Ro 1C0,00
Sepeda Air =Rp. 100,00

Pasal 10

Kouque untak Kepal Mostor iXM) dan Motor Tempel (MT) yang
berlanggaman diperbitungksn i {(sepuluh} kali sandar setiap bulan.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal i
(1) Wilagah pemmguten Retribusi =dalan Xabupaten Nias,
(2) Teupat-sempst sarvizazan aken ditentuken lebih lanjut
© dergen kapumusan iepa’a Szerzh

11

BAD VI
TATA CARA PEMUNGUTAL! DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pazal 12
Pemmmgutan Retmbusi ezt clzpat diborongean, "
Pasal 13
(1) Retribusi dipungut de-gan menggumelkan SKRD atan Dolammen lain yang

dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajip R2!-ibusi tertermr tiduk dapat membayar tepat pada
waktunya atan kurang dibayar, dikenakan sanksi admmnistrasi berupa
bubga sebesar 2 % (dua persen) setiap buian dzrt administrasi berupa
bunga yang tidak nfmy imromg dibavarkan dan  ditagth  dengan
tacnzgunakan STRD

Pasal 14
{1) Berdasarkan SPTRD deugan meneritkaa S:X205.
(2) Dalarn hal SPTRD tidak dipenubi oleh Waiis Retribusi seoagaimana
semestioya, maxa dit . than SKRT sscara yzbatan

(3) 2eack dun isi SHI.D eDagaumoan dimeksud ayar (2) Pasal it
ditetapian oleh Kepzin Durrzhl




Lasdl 1o

Apabila berdasarkzn hasil pemeriksaan ditemukan data baru dau atau data
yang semnla belum tsrumekap yane menyebabkan penambahan jumlah
retribusi yang terntang, maka dikeluarkan SXRD tambahan.

B AR VI
TATA CARA PEMEAY AR AN RETFIBUSI
Passt .3

(1) Pembayaran Refribusi Dasrak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat
lain yame ditmjuic s2imai waktu yaoig ditentukan dengan menggunakan
SKRD, SKRD secarw Jabatan dan SKPRD Tambahan

(2) Daiam hal pembayar=z dilakukan ditempar lainyacg ditunjuk, maka hasil
penerimaan Retribus. izerah harus diselor ke Kas Daerah: selambat-
lambatnya 1 x 24 jax 4la.1 dalam wwaxt yang ditetapkan oleh Kepaia
Dasrah.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilaknban setelah lewat waktn yang
ditentukan sebagaimana diziaksud pada ayat {1) Pasal ini, maka
dikenakan sanksi adminigtrasi berupa bunga sebesar 2 % (dus persen)
pzrbulaz maksimal 4 {(Gua puluh empal) bulan dengan menerbitkan
STRD.

Paal 17

Penboyaran cetribusi harus dilalulcan secara twnai/lumas

Pasal 18

(1) Pembayaran Petribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)
Peraturan Daeran ini diberikan tandz bukti pembayaran.

(2) Setizp pembayaran diczar dalam buku penerimazn.

(3) Beatsk, isi, kwaiitas w2 buku tanda bukti pembayaran dan bukn
pensrimaan reiousi scbagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Dagrah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pagal 19

(1) Pengeluaran Suret Tegoranvperingaiuncud lain yang sejenis sebagal
awal tindaken pelaksanasn penczihan Regibusi dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hani sejak saat janh tempo pemoayaran

(2) Dalam jangka ‘wax o {mph) hari  setelah \znzgzl surat
tegoran/pecingalan/sural {ain seng  sepenis. wajip  retribusi  harus
melimas Ratribusiova yane leraang



(3) Surat teguran sebagainiana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan olzh
pejabat yaug dinunjuc =

Pasal 20

Bentuk-veutuk fomulir vang dipergunakan uatuk pelaksanasn penagihan
smibusi Daerah scbagaimana dimaksnd pasai 19 ayat (1) ditetapkan oleh
Kepaia Daerah.

BAy X
TATA CARA PENGURANGAN, KEEENGANAN DAN
PEMEBEBAIAN RETRIBUSL

>
(1) Kepala Dasrah dapa: memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan cesamya retribosi

i{2) Tata cara pemberion , pengurangan, keringanan, dan pembedasan
retribusi sevagaimana dimaksed ayet (1) pasal ini ditetapkan oleh
Kepala Daeran

BAB K

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRAST AN YEMBATALAN

Pacal 22

(1) Wajio Retribusi dapal mengafukan penmohonan pembatalen SKRD yang
dalam penerbitanaya terdapat kesalshan tulis, kesalahan hiting dan atau
kekelirnan dalam penerimzn peraivran perundang-undangan Retribusi
Dacrah

(2) Waib Retribusi dapal mengajukan permobonan, pengirangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi
yang terutang dalam hal sanksi ‘ersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajyib Retribusi atau bukan karena kesalahanaye.

(3) Wajib Refribusi dapat mengajukan permohcnan penguransan aim
pembatalan ketetapan Retmbusi yang tidak beaar.

{4) Pecmohonan perabetulan sebagatmana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
penvurangan  Ketetapan, penghapusan  afay  pengurangan  Samksi
adnunistrast szbagaimana dimaksud avat (2) pasal im don pembataian
sevagaunana dimaksud ayat {3) pasal ini harus disampaikan secara
terralis oleh Wajib Retribusi kepada Kepaia Daerah arau pejabat vang
ditunjuk paling larna 30 {uga puluh) han sejak tanggal diterima SKRD
dan STRD dengan membznkan aiasan yang jelas dan mevakinkan umok
meadukung p2rmehonamy

(5) Xepumsan alas permobora sebagaumana dimaksud avar (2) pasal i,
dikeiuarkan oish Kzpuia Dasrah 2100 pejabat yang dilumjuk paiing lama

3 (tiga) bulan s2jak surat permonouall ditenima

e —



3) Pengembalizn kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
waktn 2 (dua) bulan sejak diterbitkannyaSKRDLB, Kepala Dasrah
memberikan imbalin bumga 2 % (dum persen) sebulan atag
keterlambatan pembavaran kziebinan Retribusi

Pasel 2§

(1) Pengembalian sebacaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan dengan
menerbitkan Surat Penintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

{(2) Atas perhitungan sebagaimznz dimaksud pada Pesal 26 ayat (1)

Periuran Daersh i, diiecbitkan bukti pemindah bukian  yang berlaku
juga sebagai bukii pembayaran.

BAB XV
INSTANSI PEMUNGUT
3
Pasal 27

Instansi pemungut ditetankan oich Kepal Dusrah

BABXV
PEMRBINAAN/ PENCAWAZAN
Pasal _2\
Pengewasan  abes . peiaksanazn Feratran Daecah ini dilakuken

oleh Kepala Dazrah atan Prjabat yang dilvmjuk

BAB XVI
KETENTZ AN PIDANA

Pasai 29

(1) Barang siapz melanggar ketentuan dalam Perahuran Daerah ini diancam
Pidana Kurungzn sclama - lamamya 3 (tiga) bulan dan atan denda
sebanyai-banyways I (dua) kali retribusi yang tenang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimzksud ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Megeri Sipil ferenmu di Linglamgan Pemerintah Dasrah
diberikan wewenang Kwusus sebagai penyidik untk melakukan
Penyidikan Tindak Pidma di bidang Retribusi Daerzh sebagaimana
dnm‘ﬂJ:sud dalam Undang-undang Nomor 8 Talma 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

{2) Wewsaang Penyidik sebagamana dimaksud pada zyat (1) Pasal ini
adalah -

a  Menerima, mencari, weoeumpuikan dan menelid kctmgan amu
laporan berkenan deagam tindak pidana di bicdang Retribusi Daerell |
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b Menelitl, wencan dan menguupultken kelen g mehEvial O
pribadi st backon fentiug kebeman perbuabine yang diladkobin
sehubingin denean Tindak Prdio Retribusi Duerab

e Muemints Ketormgun dun bubao bukin daed ocong pribudic wtan bicun
sclisbgiue dengaun lndik pidaa di bidang Retibus: Davraly |

o Moenwrnikas bako-bok, cadatn-catatw dan dokameu-dokumen -Tain
berkeunan dengun tinduk pickses dibidang Retribusi Daerndi;

¢ Muolukukon peoggeledidon otk owedoputkae badun okl
pombubiian, peneutidinn i dokmnwn-dokaen et elukedo
pesgtitasu Loyl Diduus bokb el

£ Memiita bt tenaga ahil dubon vanglian pelaksuuan g
penyicdikan Vil Pidinn Ji BSidung Retnbus Dueral;

& Meuywuh berhenty, welwang sesconug menmggalkan g way
terpal packs sl peneriksian sedung berbugsung dis imemeriksy
dentitas orang i wsm dokwinen yung  dibuwa sebuginana
dinuksud puda nal'v;

L Memoleat sesvor iug yiug betkaitn dengan Tiudak Pidasa Rebribust
Daeyady,

L Memunggil org uitek dedengan keterunginya b dipenksa
scbupgur tersiungka abin viks,

3 Meughentikan Penyidika

K Melakokan tndakaan buin yang peciu utok kebancawsn penyidikan
Tinduk Prda di Biciang Rewibust Daerab menunt bk yang
dupat diper unggingpavabkan,

Penyidik  sebugiineun dinskesnd pada ayat (1) Pasal  ini,

memberisdnkon dimnlainys penyidikan e meaywopuikan Jusil

penyidikinmnyn kypuda Penuntit Diunny sesman dengan ketentian yunig
diadur chaaliun Unidig-widing Nowor 8 Fiduun 1931 tentung Bukuin Acara

Perdida

BAD XV
KITENTUAN PENUTUP

ugal 31

Hab-lad yung behoa dishn dabing Peatwran Dacrad i sepanjuiy wengena
pelufsanzanya akin diztw lebili bajol oleh Kepala Ducraly

Panal 32

Peratnrzs Duer ol ing undai berlako padi siat Logeal divndagkan
Agar setigp orang dapat mengetabwnys memerintabkan,  peag-undungan Perstran
Dt ind dengan petempatianga dadane Lambatan Duerah Kabopaten Dierad Tingkat

1 Mius.

DEWAN P ERW AKILAN

Diletspkay di  : Gunungsitoli
Pudu Tuuggal S /970‘”%“ /¢¢£

RAKY AT DALRAR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT N

KABUPATEN DALRALL TOGKAT U MiAS NIAY,
KETUA,
D O Dr o) L
TEMAZARO HARLEEFA s L ZAKARIA Y. LAFAU




Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

Nomor
Tanggal

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias

Nomor . 88.342 /189 /K /1929, -

Tanggal . 3 rres /993.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

Nomor P rE TAMeAy 1929, —
Tanggal A&y P7es /295,
L& & 2 ! R Nomon : (4, ~
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS

Drs SIIVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 400028580




